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Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mekanisme dan struktur akad dalam layanan
OVO PayLater, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks
perkembangan teknologi finansial yang pesat, layanan buy now pay later (BNPL) seperti OVO PayLater
menghadirkan tantangan baru dalam implementasi pembiayaan berbasis syariah. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research), guna mengeksplorasi
konsep-konsep fikih muamalah kontemporer serta menilai skema pembiayaan digital berdasarkan standar
kepatuhan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa OVO PayLater menawarkan fasilitas pembayaran
tunda dengan biaya tambahan tertentu, tanpa kejelasan akad syariah yang eksplisit. Struktur transaksi
tersebut mengindikasikan adanya unsur vrviba qardh (tambahan pada pinjaman) serta gharar
(ketidakpastian) akibat ketidaktransparanan akad dan ketentuan biaya. Hal ini dinilai bertentangan dengan
prinsip al-‘adl (keadilan), al-dabt (kepastian hukum), dan magqasid al-shari‘ah, khususnya dalam hal
perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) dan keadilan dalam transaksi (‘adalah al-ta‘amul).
Ketidaksesuaian tersebut juga bertentangan dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-
MUI/11/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
Penelitian ini merekomendasikan reformulasi skema pembiayaan OVO PayLater agar selaras dengan
prinsip syariah melalui pemilihan akad yang sah, transparansi kontrak, dan penghindaran unsur riba
maupun gharar. Diperlukan pula pengawasan dari lembaga keuangan syariah serta keterlibatan otoritas
fatwa guna memastikan keberlanjutan layanan keuangan digital yang sesuai dengan nilai-nilai dasar
hukum Islam.

Kata Kunci: OVO PayLater, hukum Islam, riba, gharar, maqasid al-shari‘ah, pembiayaan
digital, BNPL, fintech syariah.

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, transformasi digital telah membawa dampak signifikan
terhadap sistem keuangan global, termasuk Indonesia. Salah satu wujud nyata dari
perkembangan tersebut adalah kemunculan layanan financial technology (fintech) yang
menawarkan berbagai inovasi, mulai dari pembayaran digital, investasi daring, hingga
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pembiayaan berbasis kredit. Fenomena ini turut memunculkan model pembiayaan
konsumtif berbasis digital yang dikenal dengan istilah "PayLater". Layanan ini
memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi secara langsung dan menunda
pembayaran hingga jangka waktu tertentu, sering kali disertai dengan skema cicilan dan
penambahan biaya (Fajrussalam et al., 2023, pp. 265-290).

Di antara berbagai penyedia layanan PayLater yang beroperasi di Indonesia, OVO
PayLater merupakan salah satu platform yang paling populer. Layanan ini banyak
digunakan dalam ekosistem e-commerce seperti Tokopedia, Grab, dan berbagai
merchant digital lainnya. Popularitasnya didorong oleh proses pendaftaran yang cepat,
tidak memerlukan jaminan, serta promosi diskon yang menarik. Dengan berbagai
keunggulan tersebut, OVO PayLater menjadi solusi instan bagi masyarakat, terutama
generasi muda urban, dalam memenuhi kebutuhan konsumtif tanpa harus memiliki
dana tunai secara langsung (Gurning, 2025, pp. 109-123).

Namun demikian, di balik kemudahan yang ditawarkan, skema PayLater juga
mengandung persoalan mendasar, terutama ketika ditinjau dari perspektif hukum Islam.
Dalam Islam, transaksi keuangan tidak hanya dinilai dari sisi efisiensi dan
kemanfaatannya, melainkan juga dari aspek moral, keadilan, dan kesesuaiannya dengan
prinsip-prinsip syariah. Islam secara tegas melarang praktik riba (tambahan yang bersifat
eksploitatif), gharar (ketidakpastian yang merugikan), serta menekankan pentingnya
akad yang jelas dan adil dalam setiap bentuk muamalah (Safitri & Asnita, 2022, p. 346).
Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah mekanisme pembiayaan dalam OVO
PayLater mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk menghadirkan pemahaman kritis
terhadap praktik pembiayaan digital berbasis kredit, khususnya dalam konteks layanan
PayLater yang semakin menjamur di Indonesia. Dengan pendekatan hukum Islam, studi
ini tidak hanya akan menilai legalitas dari sisi normatif, tetapi juga mempertimbangkan
aspek maslahat dan mafsadat yang timbul dalam masyarakat. Kajian ini diharapkan
mampu memberikan kontribusi terhadap literatur fikih muamalah kontemporer
sekaligus menjadi referensi bagi masyarakat Muslim dalam menyikapi perkembangan
ekonomi digital yang semakin kompleks.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini
dirancang untuk menjawab sejumlah permasalahan yang timbul terkait dengan
keberadaan dan mekanisme OVO PayLater dalam transaksi digital. Permasalahan
pertama yang hendak dikaji adalah bagaimana mekanisme pembiayaan yang diterapkan
oleh OVO PayLater, khususnya dalam konteks transaksi berbasis digital yang semakin
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kompleks dan cepat. Permasalahan kedua adalah apakah skema pembiayaan tersebut
mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam,
seperti unsur riba (tambahan yang dilarang), gharar (ketidakpastian yang merugikan),
atau bentuk-bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan maqashid syariah.
Permasalahan ketiga menyangkut bagaimana tinjauan hukum Islam secara
komprehensif terhadap keberlangsungan layanan OVO PayLater dalam sistem
keuangan digital yang sedang berkembang saat ini.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
secara mendalam sistem kerja serta jenis akad yang digunakan dalam layanan OVO
PayLater, guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, tujuan
lainnya adalah untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya unsur-unsur yang tidak
sesuai dengan hukum Islam, baik dari sisi struktur akad, biaya tambahan, maupun
ketentuan penalti atas keterlambatan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyajikan
penilaian yuridis Islam terhadap legalitas dan keberlangsungan layanan PayLater secara
normatif dalam perspektif fikih muamalah kontemporer.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua kontribusi utama, yaitu manfaat
akademis dan manfaat praktis. Dari sisi akademis, penelitian ini berkontribusi pada
pengembangan literatur hukum Islam, khususnya dalam bidang fikih muamalah
kontemporer, dengan mengangkat isu-isu aktual dalam sistem ekonomi digital. Kajian
ini diharapkan memperluas wacana ilmiah terkait legalitas produk-produk fintech
berbasis kredit, serta menjadi referensi bagi pengembangan teori hukum ekonomi Islam
dalam konteks teknologi finansial modern. Sementara itu, dari sisi praktis, hasil
penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dan pertimbangan yang relevan
bagi masyarakat Muslim dalam menggunakan layanan pembiayaan digital, khususnya
dalam memilih produk yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, penelitian ini
juga dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi penyedia layanan fintech dan otoritas
regulator dalam merancang produk-produk keuangan digital yang lebih etis, adil, dan
sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library
research) untuk mengkaji dan memahami perspektif hukum Islam terhadap skema
pembiayaan digital berbasis kredit, khususnya dalam layanan OVO PayLater.
Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni mengeksplorasi
konsep-konsep normatif dalam fikih muamalah kontemporer dan menilai kesesuaiannya
terhadap praktik keuangan digital yang berkembang pesat di masyarakat. Dalam
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penelitian hukum Islam, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk
mengeksplorasi prinsip-prinsip syariah dengan menekankan pada pemahaman makna,
nilai, dan norma yang terkandung dalam sumber hukum Islam baik klasik maupun
kontemporer (Bungin, 2010, p. 85).

Metode kajian pustaka dipandang tepat karena penelitian ini tidak melibatkan
pengumpulan data lapangan, melainkan fokus pada penelusuran dan analisis sumber-
sumber tertulis, seperti kitab-kitab fikih klasik, buku fikih muamalah kontemporer,
fatwa-fatwa dari lembaga otoritatif (seperti DSN-MUI), artikel jurnal ilmiah, serta
regulasi keuangan syariah. Penelitian pustaka memungkinkan peneliti untuk melakukan
telaah kritis terhadap literatur yang relevan, sehingga dapat menarik kesimpulan yang
bersifat normatif-analitis (Nazir, 2007, p. 112). Sebagaimana dijelaskan oleh Lexy ]J.
Moleong, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik
dalam konteks natural melalui deskripsi mendalam, serta menekankan pada makna yang
terkandung dalam data, bukan semata-mata angka atau statistic (Moleong, 1989, p. 6).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari literatur akademik tentang fikih muamalah,
hukum Islam kontemporer, fatwa lembaga keuangan syariah, serta kajian-kajian tentang
keuangan digital dan fintech syariah. Literatur klasik digunakan untuk menelusuri
konsep-konsep dasar seperti akad, riba, gharar, dan maisir, sementara literatur
kontemporer digunakan untuk memahami perkembangan pemikiran ulama terhadap
praktik keuangan digital modern, termasuk mekanisme pembiayaan tangguh (buy-now-
pay-later) seperti OVO PayLater.

Selain itu, digunakan pula sumber sekunder berupa regulasi dari OJK, publikasi DSN-
MUI, dan artikel ilmiah dari jurnal terakreditasi Sinta maupun jurnal internasional. Data
yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif, yakni
dengan menguraikan data secara naratif dan melakukan interpretasi terhadap prinsip-
prinsip hukum Islam yang relevan. Analisis ini dilakukan dengan merujuk pada
kerangka kerja Miles dan Huberman yang mencakup proses reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Proses ini dimulai dengan
mengidentifikasi dan mengkategorisasi prinsip-prinsip dasar hukum Islam dalam
transaksi keuangan, lalu membandingkannya dengan struktur akad dan ketentuan
pembiayaan pada OVO PayLater (Miles et al., 2013, pp. 10-12).

Analisis juga diarahkan untuk menilai keberadaan unsur-unsur yang dilarang dalam
syariah, seperti riba atau ketidakpastian, serta mengkaji sejauh mana layanan ini
memenuhi prinsip keadilan dan maslahat bagi pengguna Muslim. Dengan pendekatan
ini, diharapkan penelitian dapat memberikan landasan hukum Islam yang kuat dan
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relevan untuk menilai legalitas serta keberlangsungan layanan PayLater dalam konteks
ekonomi digital modern. Hasil analisis juga akan dijadikan dasar untuk menyusun
rekomendasi bagi masyarakat Muslim, penyedia layanan fintech, serta otoritas keuangan
dalam merancang sistem pembiayaan yang lebih etis dan sesuai dengan magqashid
syariah.

PEMBAHASAN
Gambaran Umum OVO PayLater

OVO PayLater merupakan salah satu bentuk layanan keuangan digital yang mengadopsi
skema pembiayaan konsumtif berbasis kredit dengan metode buy now, pay later (BNPL).
Layanan ini menjadi semakin populer di tengah meningkatnya penggunaan aplikasi
digital dalam transaksi sehari-hari. Sebagai bagian dari produk financial technology
(fintech), OVO PayLater dirancang untuk memberikan kemudahan pembiayaan jangka
pendek kepada konsumen, tanpa melalui prosedur rumit seperti pada kredit
konvensional. Dalam sistem ini, pengguna dapat melakukan pembelian terlebih dahulu
dan melunasinya kemudian dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati (Sutikno
& Aji, 2024, pp. 102-124).

Secara umum, sistem kerja OVO PayLater melibatkan kontrak elektronik antara
penyedia layanan (PT Visionet Internasional melalui kerja sama dengan PT Indonusa
Bara Sejahtera) dan pengguna yang telah memenuhi syarat administratif, seperti
kepemilikan akun OVO Premier yang aktif, verifikasi identitas pribadi, serta evaluasi
algoritmik atas kelayakan kredit. Setelah fitur PayLater diaktifkan, pengguna dapat
melakukan transaksi di berbagai mitra platform seperti Tokopedia dan merchant offline
lainnya. Pelunasan dapat dilakukan secara penuh (30 hari) atau dicicil dengan tenor
tertentu. Dalam proses ini, pengguna dikenakan biaya layanan berupa bunga bulanan
(sekitar 2,9%-5%) dan denda keterlambatan harian yang sifatnya akumulatif (Harsanti et
al., 2024, pp. 163-170).

Ketentuan pembiayaan ini menimbulkan permasalahan dalam konteks hukum Islam
karena mengandung unsur-unsur yang secara prinsip dilarang, seperti riba dan gharar.
Dalam analisis fikih muamalah, praktik pembiayaan yang melibatkan penambahan nilai
(bunga) tanpa dasar akad syariah yang sah, serta adanya ketentuan penalti
keterlambatan, dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi. Studi
yang dilakukan oleh Dewantoro et al menunjukkan bahwa skema BNPL, termasuk OVO
PayLater, secara struktur belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip pembiayaan
berbasis syariah, karena tidak mencantumkan secara eksplisit akad yang digunakan dan
beroperasi di luar kerangka perbankan syariah (Dewantoro et al., 2025, pp. 91-100).
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Lebih lanjut, bentuk perjanjian elektronik dalam layanan ini bersifat adhesion contract, di
mana pengguna hanya memiliki opsi menyetujui atau menolak syarat dan ketentuan
yang telah ditetapkan oleh penyedia layanan. Kontrak seperti ini menimbulkan
pertanyaan dari sudut pandang hukum Islam karena tidak memenuhi unsur
musyawarah dan kejelasan akad. Menurut Ridwan et al, transaksi digital yang tidak
memenuhi unsur taradhi (kerelaan dua pihak) dan bayan (kejelasan isi perjanjian) berisiko
mengandung gharar dan bahkan unsur zhulm (ketidakadilan), khususnya jika terdapat
klausul yang merugikan salah satu pihak (Ridwan et al., 2025, pp. 31-38).

Di sisi lain, layanan OVO PayLater juga dinilai turut mendorong perilaku konsumtif dan
penggunaan kredit jangka pendek yang tidak diiringi literasi keuangan syariah.
Beberapa penelitian seperti Aji et al menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan
BNPL tidak memahami secara menyeluruh struktur pembiayaan dan potensi implikasi
hukumnya (Aji et al., 2024, pp. 1-16). Hal ini mengakibatkan banyak pengguna yang
mengalami kesulitan dalam pelunasan, serta terjebak dalam utang berulang (debt cycle),
yang bertentangan dengan magqgashid al-shariah dalam menjaga kestabilan harta dan
mencegah kemudaratan (Rumatiga et al., 2024, pp. 144-155).

Ketentuan Layanan OVO Paylater

Berdasarkan ketentuan resmi yang tercantum dalam syarat dan ketentuan layanan OVO
PayLater, sistem kerja produk ini melibatkan pemberian limit kredit kepada pengguna
yang telah memenuhi sejumlah kriteria tertentu, diantaranya meliputi (Medcom.id,
2024):

1. Kelayakan Pengguna
e Pengguna wajib berusia minimal 18 tahun (beberapa lama menyebut 21, tetapi
sumber paling otoritatif menyebut usia 18 sebagai patokan legal)
e Harus memiliki akun OVO Premier, bukan akun dasar.
e Akun OVO telah aktif minimal 60 hari sebelum pengajuan untuk
menunjukkan riwayat penggunaan
e Riwayat transaksi OVO yang baik menjadi pertimbangan persetujuan
e Wajib berdomisili di kota-kota yang telah didukung OVO PayLater (misalnya:
Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, dsb.)
2. Prosedur Aktivasi
o Aktivasi bisa dilakukan melalui aplikasi OVO atau melalui Tokopedia,
langkahnya termasuk verifikasi kode OTP dan upload fotokopi KTP + selfie.
e Proses aktivasi umumnya selesai dalam 1x24 jam (Tokopedia ~1 jam).
3. Limit Kredit & Biaya Layanan
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e Limit awal OVO PayLater mulai dari Rp500.000 hingga Rp 5.000.000
tergantung penilaian pengguna.

e Biaya layanan dihitung sebagai persentase dari jumlah penggunaan: mulai
0,8%-6%, maksimal biaya layanan dihitung dari limit.

e Biaya layanan dibayarkan di awal pemakaian. Jika penggunaan kurang dari
limit, kelebihan biaya layanan dikembalikan dalam OVO Cash dalam 1x24
jam.

4. Siklus Penagihan & Pembayaran

e Siklus transaksi: 1-19 bulan ini — tagihan dibuat 20 bulan ini — jatuh tempo
30 bulan ini. Jika transaksi terjadi setelah tanggal 19 maka tagihan muncul
bulan depan dan jatuh tempo 30 bulan berikutnya (Februari — jatuh tempo 1
Maret).

e Pembayaran utama dilakukan melalui auto-debit dari OVO Cash, jika
otorisasi telah disetujui.

e Bisa dilakukan manual melalui transfer bank atau OVO Cash lainnya (tidak
bisa menggunakan OVO Points)

5. Biaya Keterlambatan & Pembekuan

e Akan dikenakan biaya keterlambatan harian atas tagihan yang belum dibayar
setelah jatuh tempo (tidak termasuk biaya layanan).

e Jika auto-debit gagal karena saldo tidak cukup dan lebih dari 5 hari kalender
sejak jatuh tempo, OVO bisa melakukan penagihan melalui media digital atau
telekomunikasi

e Limit penggunaan OVO PayLater akan dibekukan jika ada tagihan yang
belum dibayar hingga pelunasan selesai.

Analisis Aqad Layanan OVO PayLater

Dalam studi figh mu‘amalah kontemporer, kejelasan jenis akad yang digunakan dalam
suatu produk keuangan digital menjadi syarat esensial dalam penilaian keabsahan
hukum syariah. OVO PayLater, sebagai salah satu layanan pembiayaan digital yang
populer di Indonesia, dalam dokumentasi maupun praktik operasionalnya tidak
mencantumkan secara eksplisit jenis akad yang digunakan berdasarkan terminologi figh,
seperti murabahah (A=), ijarah (3,\)), atau gardh (b=_8). Ketiadaan ta‘yin al-‘aqd (o=
2.ll) atau penegasan jenis akad ini memunculkan persoalan syar ‘i, karena dalam prinsip
akad Islam, tidak cukup hanya dengan ijab dan qabul secara lisan atau digital, tetapi juga
harus disertai dengan kejelasan mengenai bentuk dan substansi akad yang mengikat
kedua belah pihak. Dalam hal ini, Imam Al-Kasani dalam Bada’i  al-Sana’i  menyatakan:

MDJ"MU@)H\(;@}@}JCF}BJ:\SAM\AM
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Artinya: “Keabsahan akad bergantung pada kejelasan jenisnya dan pemahaman kedua pihak
terhadap substansinya” (Imam Abu Bakar Ala al-Din Kasani, n.d., p. 135)

Ketidakjelasan akad dalam praktik OVO PayLater berpotensi besar menimbulkan
keraguan (syubhat) yang serius dalam hukum Islam, karena membuka kemungkinan
terjadinya unsur gharar (L&, ketidakpastian), serta menyamarkan potensi praktik riba
apabila terdapat kelebihan pembayaran tanpa adanya kejelasan akad yang dibenarkan.
Jika dianalisis dari pola transaksi yang terjadi, di mana pengguna mendapatkan fasilitas
dana talangan atau layanan tunda bayar, dan kemudian diwajibkan mengembalikan
dana tersebut dengan jumlah yang lebih besar melalui sistem bunga atau biaya layanan
tetap, maka struktur ini menyerupai akad gardh (u=.% pinjaman) dengan tambahan
(ziyadah [/ 3.)).

Dalam fikih klasik, tambahan atas pinjaman uang dalam bentuk apa pun secara prinsip
tergolong sebagai riba al-qard (u=_4 ), yakni jenis riba yang diharamkan secara mutlak
oleh syariat. Hal ini karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan
eksploitasi dalam transaksi keuangan. Kaidah fikih menyebutkan (L s ki ja (= 8 (K),
artinya Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan adalah riba (Fahriana &
Muslimin, 2020, pp. 117-135). Lebih lanjut, Wahbah al-Zuhayli dalam al-Figh al-Islami wa
Adillatuhu menegaskan bahwa setiap bentuk tambahan dalam transaksi pinjaman tanpa
adanya pertukaran barang riil (‘7wad haqiqi) adalah riba yang diharamkan, bahkan jika
disepakati kemudian di tengah akad, bukan hanya saat awal perjanjian. Ia menulis:

cJa.}jﬁaJ\ ;\JL\@LJJJ\u&;\yc&ﬂhy@chAMDJ_)w‘fﬂ;uap ).guu.aﬂ\@ia\.}’_)ﬂ\

Artinya: “Tambahan dalam pinjaman tanpa pertukaran riil dianggap sebagai riba murni yang
diharamkan, baik disyaratkan sejak awal akad maupun di tengah perjalanan akad” (Zuhayli,
2021, p. 369).

Dengan demikian, apabila komponen tambahan pembayaran dalam layanan OVO
PayLater, seperti “biaya layanan tetap” atau “bunga”, tidak dapat dijustifikasi sebagai
bentuk imbal jasa (ujrah) yang sah dalam syariat, atau tidak terkait dengan perolehan
manfaat riil dari suatu aset atau layanan, maka struktur akadnya tidak memenuhi syarat
sah dalam Islam. Dalam perspektif figh mu ‘amalah, akad semacam ini dapat digolongkan
sebagai ‘aqd fasid (4 3ic) atau bahkan ‘agd batil (Jbb 2ic), karena mengandung unsur riba
yang eksplisit.

Prinsip kehati-hatian dalam menetapkan akad juga merupakan bagian dari maqgasid al-
shari‘ah (d=dll aalis), khususnya dalam hal perlindungan harta (hifz al-mal, Jw) Lés) dan
mencegah praktik eksploitasi dalam transaksi keuangan. Berdasarkan kerangka tersebut,
maka dapat disimpulkan bahwa ketidakjelasan akad dalam sistem pembiayaan OVO
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PayLater tidak hanya menjadi titik lemah dari sisi operasional, namun juga berpotensi
besar bertentangan dengan hukum Islam, khususnya jika tambahan biaya tidak dapat
dibuktikan sebagai imbal jasa syar‘i. Potensi unsur riba dalam struktur transaksinya
menjadikan sistem ini rentan tidak sesuai dengan prinsip keuangan syariah yang
berlandaskan pada keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap maqasid al-shari‘ah.

Analisis Kepatuhan terhadap Magqasid al-Shari‘ah

Pendekatan magqasid al-shari‘ah (4=&l salic) merupakan salah satu instrumen
metodologis yang sangat penting dalam menilai keabsahan suatu transaksi dalam
kerangka keuangan syariah kontemporer. Maqasid al-shari‘ah merujuk pada tujuan-
tujuan utama yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam setiap aspek muamalah,
yaitu untuk menciptakan kemaslahatan (maslahah) dan menolak kemudaratan
(mafsadah) (Paryadi, 2021, pp. 201-216). Para ulama usul figh, seperti al-Ghazali dan al-
Shatibi, mengklasifikasikan lima tujuan pokok syariat yang dikenal sebagai al-darariyyat
al-khamsah (uall <y 5 0all), yaitu: menjaga agama (hifz al-din, cxl Lés), menjaga jiwa
(hifz al-nafs, 43l Lés) menjaga akal (hifz al-‘aql, Jill Lés), menjaga keturunan (hifz al-
nasl, dwill Iis) dan menjaga harta (hifz al-mal, Jwll 1is). Kelima prinsip ini menjadi tolok
ukur utama dalam mengevaluasi kesesuaian suatu produk atau layanan keuangan
digital dengan prinsip-prinsip syariah (Afridawati, 2015, pp. 15-30)

Dalam konteks layanan pembiayaan digital seperti OVO PayLater, aspek hifz al-mal
menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap
stabilitas dan keberlanjutan keuangan individu. Ketika suatu sistem pembiayaan
menawarkan skema yang tidak transparan, seperti tidak dijelaskannya secara rinci
struktur biaya layanan, denda keterlambatan, atau suku bunga implisit yang tinggi,
maka hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, yang pada
akhirnya dapat merusak kemaslahatan finansial mereka. Ketika individu terjerumus ke
dalam sistem utang yang mencekik atau tidak seimbang secara informasi dan kekuasaan,
maka hal ini bertentangan dengan maqasid, karena secara substansi dapat mengarah
pada zulm (k) —yakni tindakan yang bersifat menindas, baik secara eksplisit maupun
sistemik. Imam Abt Ishaq al-Shatibi secara tegas menyatakan dalam al-Muwafaqat fi Usiil
al-Shari ‘ah bahwa:

paliid g agin o dball mllian Jada Ray plll (e 2alial)
Artinya: “Tujuan dari syariat adalah menjaga kemaslahatan hamba dalam urusan agama dan

dunia mereka” (Ibrahim ibn Masa Shatibi, 2014, p. 8)

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa penilaian terhadap suatu akad tidak hanya
dilakukan melalui pendekatan formalistik atau tekstualistik, tetapi juga memperhatikan
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sejauh mana akad tersebut mendukung kesejahteraan sosial-ekonomi umat. Dengan
demikian, apabila suatu layanan keuangan digital seperti OVO PayLater tidak mampu
memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak
konsumen, maka layanan tersebut tidak hanya gagal memenuhi maqasid al-shari‘ah,
tetapi juga berpotensi menyalahi esensi dasar dari hukum Islam dalam aspek muamalah.

Analisis Kesesuaian dengan Fatwa No. 117/DSN-MUI/11/2018

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-
MUI/11/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip
Syariah merupakan landasan normatif penting dalam mengatur aktivitas pembiayaan
digital berbasis syariah. Fatwa ini secara tegas menetapkan bahwa setiap penyelenggara
layanan keuangan berbasis teknologi informasi wajib memenuhi tiga prinsip utama
dalam praktik muamalah: (1) penggunaan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah; (2) tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir; serta (3) adanya kejelasan

secara eksplisit mengenai objek akad, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak
yang terlibat dalam transaksi (DSN-MUI, 2018, him. 2).

Salah satu ketentuan penting yang diatur dalam fatwa ini adalah Pasal 6, yang
menegaskan bahwa: “Akad dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi harus
dijelaskan secara tertulis dan/atau digital kepada pengguna secara transparan sebelum transaksi
dilakukan” (DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/1I/2018, Pasal 6). Ketentuan ini bermaksud
memberikan jaminan bahwa konsumen tidak berada dalam posisi tidak seimbang
informasi (asymmetric information) dan dapat memahami konsekuensi hukum serta
keuangan dari akad yang disepakati secara sadar. Oleh karena itu, apabila dalam
praktiknya penyedia layanan seperti OVO PayLater tidak memberikan penjelasan secara
menyeluruh mengenai bentuk akad, struktur pembayaran, serta risiko yang melekat
dalam transaksi pembiayaan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa skema tersebut
tidak memenubhi prinsip keterbukaan dan kejelasan akad sebagaimana dimaksud dalam
fatwa tersebut.

Lebih lanjut, bagian Penjelasan dalam Fatwa DSN-MUI ini mempertegas bahwa setiap
biaya tambahan yang dikenakan kepada pengguna layanan pembiayaan wajib
didasarkan pada prinsip wujrah (:23£), yaitu imbalan atas jasa yang nyata dan dapat
dibuktikan kebermanfaatannya. Pernyataan tersebut berbunyi: “Setiap biaya tambahan
harus sesuai dengan prinsip ‘ujrah’ atas jasa nyata yang diberikan, bukan atas penangguhan
pembayaran semata” (DSN-MUI No. 117/ DSN-MUI/11/2018, Penjelasan, hlm. 4). Artinya,
pengenaan biaya layanan hanya dibenarkan apabila didasarkan pada pemberian jasa riil,
seperti pengelolaan sistem, pemeliharaan platform digital, atau layanan pendukung
lainnya, dan bukan sebagai bentuk kompensasi atas keterlambatan pembayaran (yang
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dalam fikih muamalah termasuk kategori riba al-jaza’). Dengan demikian, apabila biaya
layanan dalam praktik OVO PayLater tidak secara spesifik dirinci atau tidak dapat
dibuktikan sebagai imbalan atas jasa konkret, maka terdapat potensi kuat bahwa biaya
tersebut termasuk dalam kategori riba, yang secara hukum Islam dilarang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap mekanisme dan struktur transaksi OVO PayLater,
dapat disimpulkan bahwa layanan pembiayaan ini beroperasi dengan skema buy now pay
later (BNPL) yang secara umum memberikan kemudahan akses pembiayaan digital bagi
pengguna untuk melakukan transaksi dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan.
Dalam praktiknya, OVO PayLater memberikan fasilitas pembayaran tunda yang disertai
dengan biaya layanan atau bunga tertentu, namun tidak menjelaskan secara eksplisit
akad syariah yang digunakan dalam struktur pembiayaannya. Hal ini menunjukkan
bahwa dalam konteks mekanisme digital yang kompleks dan cepat, transparansi akad
serta kejelasan komponen transaksi masih menjadi persoalan krusial yang belum
sepenuhnya diselesaikan oleh penyedia layanan, termasuk dalam dokumentasi dan
interaksi digital dengan pengguna.

Terkait dengan kesesuaian skema pembiayaan OVO PayLater terhadap prinsip hukum
Islam, kajian menunjukkan adanya indikasi kuat terhadap keberadaan unsur riba gardh,
yaitu tambahan dalam transaksi pinjaman yang tidak memiliki dasar imbalan jasa yang
sah dalam fikih muamalah. Selain itu, ketidakjelasan akad yang digunakan
menimbulkan unsur gharar karena pihak pengguna tidak memiliki kepastian tentang
dasar hukum dan konsekuensi keuangan dari transaksi tersebut. Ketidaksesuaian ini
diperkuat dengan merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, yang
secara tegas mensyaratkan penggunaan akad syariah yang transparan serta larangan
terhadap riba dan gharar dalam layanan pembiayaan digital. Oleh karena itu, skema
pembiayaan OVO PayLater berpotensi mengandung praktik yang bertentangan dengan
prinsip-prinsip al- ‘adl (keadilan) dan al-dabt (kepastian hukum), serta menyimpang dari
magqasid al-shari‘ah, khususnya dalam hal perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) dan
keadilan dalam transaksi ( ‘adalah al-ta ‘amul).

Secara komprehensif, tinjauan hukum Islam terhadap keberlangsungan layanan OVO
PayLater dalam sistem keuangan digital menuntut adanya reformulasi struktur akad dan
transparansi kontrak yang berbasis syariah agar dapat beradaptasi dengan dinamika
ekonomi digital modern tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar hukum Islam.
Pengembangan layanan keuangan berbasis teknologi perlu memperhatikan prinsip-
prinsip syariah compliance secara menyeluruh, termasuk pemisahan antara margin
keuntungan dan jasa layanan yang nyata, serta penghindaran dari praktik spekulatif
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yang merugikan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari lembaga
keuangan syariah serta keterlibatan aktif dari otoritas fatwa untuk memastikan bahwa
produk keuangan digital seperti OVO PayLater dapat beroperasi secara berkelanjutan
dalam kerangka hukum Islam yang sahih.
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